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ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR:

B/100.3.7/ O /SETDA/VIII/2025
B/900.1.1.1/ ¢ /DPRD/LBT/VIIl/2025

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini, Jumad tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (15-
08-2025) Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : P. Kanisius Tuaq
Jabatan : Bupati Lembata
Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata.
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lembata.
2 a. Nama : Syafrudin Sira
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lembata

Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata.

b. Nama : Fransiskus Xaverius B.N
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lembata

Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata.

c. Nama : G. Fransiskus
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lembata

Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lembata

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk
selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025.



Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025
disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota
Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2025.
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WAKIL KETUA DPRD,

FRANSISKUS XAVERIUS B.N

WAKIL KETUA DPRD,

G. FRANSISKUS
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Pemerintah Kabupaten Lembata

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Pasal 140 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten
Lembata Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Bupati memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS
berdasarkan perubahan RKPD.

Perubahan PPAS disusun dengan menjelaskan hal-hal sebagai
berikut :

a. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk
ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa
waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;

b. Capaian sasaran Kkinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang
harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak
tercapai;

c. Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang
harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi
KUA.

Berdasarkan kondisi yang dijelaskan dalam Perubahan KUA dan
sesuai dengan dinamika pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, maka
materi pokok dalam Perubahan PPAS adalah menampung pergeseran
anggaran mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 15 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 70 Tahun 2024
tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lembata Tahun 2025 dan Peraturan
Bupati Lembata Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Lembata Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penjabaran
APBD Kabupaten Lembata Tahun 2025.
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Pemerintah Kabupaten Lembata

1.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah untuk:

1.

Menyediakan dokumen tentang perubahan target pendapatan dan
penerimaan daerah, rencana belanja daerah dan rencana pembiayaan
daerah;

Menyediakan dokumen tentang perubahan plafon anggaran sementara
berdasarkan SKPD, urusan pemerintahan dan program/kegiatan/sub
kegiatan;

Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien,
berkeadilan dan  berkelanjutan dalam rangka  pelaksanaan
pembangunan tahunan daerah;

Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara
perencanaan (RKPD) dan penganggaran (KUA);

Sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) SKPD dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lembata tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran

Sementara APBD Tahun Anggaran 2025 adalah :

1.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 52
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025



Pemerintah Kabupaten Lembata

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4031);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025



.

10.

11

12.

13.

Pemerintah Kabupaten Lembata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6847);

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 112)
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 350)

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1540);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);
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26.

Pemerintah Kabupaten Lembata

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah
dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);

Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun
2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023 Nomor 7);

Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun

2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
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Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor ..);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 14);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata
(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 Nomor 4);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata
Tahun 2022 Nomor 301 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lembata Nomor 301);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 05 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024
Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor

05);
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33. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita
Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);

34. Peraturan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025
(Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor 19).

1.4. Sistematika Penyusunan

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten

Lembata Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai
berikut:

1.

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar belakang

b. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS

c. Dasar (hukum) Penyusunan Perubahan PPAS

d. Sistematika Penyusunan

BAB Il PERUBAHAN RENCANA PENDAPATAN DAERAH

BAB Il PERUBAHAN RENCANA BELANJA DAERAH

BAB 1A% PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
BAB V PERUBAHAN RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

®Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 BERY
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BAB II
PERUBAHAN RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Rencana Penerimaan Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025
mencakup target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
serta penerimaan pembiayaan. Berdasarkan kebijakan penerimaan daerah
dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, target
penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan
pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp.845.423.897.123 turun
sebesar Rp.55.892.279.196 atau turun 6,20% dari target pada APBD Murni
Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.901.316.176.319 dengan rincian sebagai
berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target pendapatan asli daerah Kabupaten Lembata tahun anggaran

2025 direncanakan sebesar Rp. 39.155.373.488 turun sebesar

Rp.9.450.120.029 atau turun 19,44% dari target pada APBD murni

sebesar Rp. 48.605.493.176.517 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pajak Daerah  sebesar Rp.13.379.409.840, turun sebesar
Rp.7.668.375.010 atau 36,43% dari target pada APBD murni tahun
anggaran 2025 sebesar Rp.21.047.784.850.

b. Retribusi Daerah sebesar Rp.19.583.068.784, turun sebesar
Rp. 484.350.000 atau 2,41% dari target pada APBD Murni Tahun
Anggaran 2025 sebesar Rp.20.067.418.784.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar
Rp. 3.896.492.897, naik sebesar Rp.847.770.732 atau 27,81% dari
target pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025 sebesar
Rp.3.048.722.165.

d. Lain-lain Pendapatan  Asli Daerah Yang  Sah sebesar
Rp.2.296.401.967, turun sebesar Rp.2.145.165.751 atau 48,30% dari
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target pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025 sebesar
Rp.4.441.567.718.
2. Pendapatan Transfer

Target pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp.786.954.225.260,

turun sebesar Rp.57.948.267.542 atau 6,86% dari target pada APBD

Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.844.902.492.802 dengan

rincian sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.768.748.987.017, turun
sebesar Rp.51.706.075.983 atau 6,30% dari target pada APBD Induk
Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.820.455.063.000.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.18.205.238.243, turun
sebesar Rp.6.242.191.559 atau 25,53% dari target pada APBD Induk
Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.24.447.429.802.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2025

ditargetkan sebesar Rp.7.808.190.000 atau sama dengan target pada

APBD Induk Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan yang terdiri dari Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

(FKTP).

4. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan sebesar Rp.11.506.108.375, naik 100% atau

baru dianggarkan pada Perubahan APBD sesuai Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

Rencana Perubahan Penerimaan Daerah Kabupaten Lembata Tahun

2025 di uraikan pada tabel 2.1 berikut:

Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025



TABEL 2.1 RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Tahun Anggaran 2025
ALOKASI ANGGARAN
KODE PENERIMAAN DAERAH DASAR HUKUM
Sebelum Sesudah

4 PENDAPATAN DAERAH
41 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 48.524.673.517,00 39.155.373.488,00
4.1.01 Pajak Daerah 21.047.784.850,00 13.379.409.840,00
4.1.02 Retribusi Daerah 19.967.098.784,00 19.583.068.784,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.048.722.165,00 3.896.492.897,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 4.461.067.718,00 2.296.401.967,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 814.663.061.802,00 786.954.225.260,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 790.215.632.000,00 768.748.987.017,00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 24.447.429.802,00 18.205.238.243,00
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.808.190.000,00 7.808.190.000,00
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 7.808.190.000,00 7.808.190.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 870.995.925.319,00 833.917.788.748,00

6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0,00 11.506.108.375,00
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0,00 11.506.108.375,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMEIAYAAN 0,00 11.506.108.375,00
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH 870.995.925.319,00 845.423.897.123,00

SIPD-RI : dicetak pada




Pemerintah Kabupaten Lembata

BAB III
PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025
memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTT Tahun 2025 dan Rancangan
RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 sebagai bentuk sinergi dan

keterpaduan antara kebijakan pusat, provinsi dan daerah.

1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 antara lain:

1) Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM;

2) Pemantapan Pertahanan Kemanan Negara;

3) Peningkatan Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan,
Energi, Air dan Ekonomi Digital;

4) Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Efisiensi Anggaran;

5) Peningkatan Koperasi di wilayah.

Sinergitas program Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten

Lembata terhadap terhadap prioritas pembangunan nasional tahun

2025 sebagaimana pada tabel 3.1 berikut:

Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025m



TABEL 3.1 PERUBAHAN SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTATERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Pagu
No Prioritas Pembang N Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Bertambah / Berkurang
Sebelum Sesudah
2 3 4 5 6 7 8
Memantapkan sistem per ' negara dan dorong kemandirian bang lalui bada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Presentase Penyelesaiaan Pelanggran PERDA/ PERKADA Tekait Keamanan dan Ketertiban Umum,Cakupan Ketersediaan Pelugas Perlindungan Masyarakat

l SATUAN POLISI PAMONG PRAJA [ 271.875.450,00 ]

159.89?.701.DOL

-111.977.749,00

Tingkat Penyelesalan Pelanggaran K3

I SATUAN POLISI PAMCNG PRAJA } 1.438621.838,00 l

485.846.950,00 |

-8562.774.888,00

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Cakupan Pelayanan Bencana Kabupaten/Kota

1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 223.607.700,00 | 151.614.250,00 I -71.983.450,00
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten
I SATUAN POLISI PAMONG PRAJA l 2.440.400,00 l 0,00 I -2.440.400,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah
‘ SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 454.506.636,00 [ 347.663.912,00 I -106.842.724,00
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup serta Pelaksanaan RPPLH dan KLHS
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP l 310.000.000,00 | 0,00 I -310.000.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENGEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Cakupan Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
[ DINAS LINGKUNGAN HIDUP I 717.834.103,00 \ 218.670.000,00 [ -499,.1684,103,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
o Persentase Penuawaan_Kaunekaraqam;n Hayati (Kahal-l) S S o - N T
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP I 500.000.000,00 I 0,00 l -500.000.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
Gakupan Pangendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
l DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 78.165.897,00 I 0,00 | -78.165.897.00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP 1IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan /Persetujuan Lingkungan/Persetujuan Pemerintah dan izin PPLH
1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP [ 0,00 l 0,00 l 0,00
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
Persentase Cakupan Pengakuan terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
0,00 l 0,00 I 0,00

| DINAS LINGKUNGAN HIDUP ]

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Gakupan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Halaman 1







